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MUHAMMAD ILMAR L (B11109106) Efektif ¡tas Pengawasan dan 
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 (dibimbing oleh Marwati Riza 
dan Romi Librayanto).
Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pengawasan dan 
Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013. Dan untuk mengetahui faktor- 
faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian 
Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo 
Nomor 1 Tahun 2013.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penilitian ini. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Palopo, Kantor Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo, Kepolisian Resort Kota Palopo, 
dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo serta Konsumen dan 
Penjual minuman beralkohol di Kota Palopo
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Pengawasan dan 
Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu: (1) pengawasan secara 
umum dan khusus, (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan 
minuman beralkohol secara ileg^ dan (3) penertiban terhadap tempat- 
tempat penjualan beralkohol secara ilegal. Efektifitas dalam upaya 
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak- 
pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa 
penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat 
tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol (SIUP MB). Dan faktor-faktor yang menjadi kendala 
dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu: (1) 
kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, 
(2) kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh 
wilayah di Kota Palopo, (3) masayarakat yang kurang mendukung, (4) 
penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan.
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A. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan 
pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan 
pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui 
desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara 
kesatuan adalah merupakan perwujudan dari distribution o f power 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai 
konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. 
Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas 
pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka 
terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi 
asas yang bersifat desentralisasi.1
1 Lihat Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
1
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab 
dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 
Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Fungsi utama pemerintah daerah menurut UU No. 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan 
masyarakat.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah 
membagi urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan 
pemerintah daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota yaitu 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.2
Sebagai Komitmen pemerintah Kota Palopo dalam
melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan 
pemerintahan dari pemerintahan pusat pada tahun 2008 membuat 
saiah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman 
Beralkohol.
2 Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2
Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada
perkembangan Kota Paiopo, banyak teijadi tindak pidana yang
berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkelahian
yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah
tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada
penduduk. Hal ini diakibatkan oleh minuman yang berkadar alkohol
sangat tinggi yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dari yang
mengkonsumsi, sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan
pidana yang meresahkan masyarakat.
“Umumnya orang awan berpendapat bahwa alkohol merupakan 
racun proto plasmiec yang mempunyai efek depresan pada 
sistem saraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang 
kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, 
psikologi maupun sosial”.3
Pendapat tersebut di atas menujukan bahwa seorang pemabuk 
biasanya dekat dengan kejahatan atau tindak pidana karena apabila 
seseorang telah mengkonsumsi alkohol maka sudah tidak bisa berpikir 
secara rasional dan emosional yang ditimbulkan oleh alkohol lebih 
tinggi.
Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 diharapkan 
dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran 
dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang 
menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial 
kemasyarakatan, seperti: perkosaan atau pelecehan seksual,
3 Soerjono Soekanto. Pengantar Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, Hal.
376.
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perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul 
karena pengaruh minuman beralkohol. Dan tidak dapat dipungkiri Kota 
Palopo tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai 
peredaran minuman beralkohol, terlebih Idgi Kota Palopo sebagai bumi 
sawerigading diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan 
penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun 
yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.
Minuman Beralkohol sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 
Angka 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 adalah minuman 
yang mengandung ethanoi yang diproses dari bahan hasil pertanian 
yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi 
atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan 
perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau 
tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat 
dengan ethanoi atau dengan cara pengenceran minuman 
mengandung ethanoi yang berasal dari fermentasi.
Kadar kandungan ethanolnya, minuman beralkohol 
dikategorikan menjadi:4
1. Golongan A  yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol 
ethanoi (C2H50H) diatas 0%  (nol persen) sampai dengan 5% (lima 
persen).
4 Lihat Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/fW77 tentang minuman keras
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2. Gotongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol 
ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% 
(dua puluh persen).
3. Gotongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol 
ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 
dengan 55% (lima puluh lima persen).
Minuman beralkohol dapat digotongkan sebagai zat Psikotropika 
yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, 
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental 
dan perilaku. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya 
menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat 
menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% etanol 
dimana di dalam darah peminum akan mengalami kehilangan 
koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% etanol menyebabkan keracunan, 
pada tingkat 0,30-0,40% peminum hilang kesadaran dan pada tingkat 
yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian.5
Berdasarkan definisi di atas, maka perlu adanya pengaturan 
tentang ketentuan menyangkut izin peredaran minuman berlakohol 
yang menyebutkan sebagai berikut:6
5 Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
6 Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
5
1. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman 
beralkohol tanpa izin;
2. Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
3. Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan 
Walikota.
Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh 
calon peneliti dalam kenyataan sehari-hari kita masih banyak 
menyaksikan praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya 
Peraturan Daerah Minuman Beralkohol ini, terutama larangan 
sebagaimana disebutkan diatas. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman 
Berlakohol di Kota Palopo belum sepenuhnya menjawab persoalan 
yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita 
lihat dalam kenyatan sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman 
beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman 
beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat 
penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban 
dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman beralkohol juga di jual 
kepada anak di bawah umur termasuk pelajar. Sehingga di dalam 
masyarakat muncul sebuah anekdot bahwa: semakin dilarang untuk 
menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi pula 
semakin mudah pula untuk mendapatkannya di Kota Palopo.
6
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 masih 
mengalami berbagai kendala, diantaranya di samping sosialisasinya 
belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi 
terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan 
terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada 
kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan 
Daerah tersebut.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tentunya tujuan 
sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang baik Huruf a 
maupun Huruf b pada Peraturan Daerah tersebut dapat terwujud, yaitu 
sebagai berikut:7
1. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo mengalami 
pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan 
pengendalian;
2. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap 
kesehatan dan moral masyarakat;
Namun, untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut tidak 
semudah membaiikan telapak tangan. Tentunya, terimplementasi atau 
tidaknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Minuman Beriakohol di Kota Palopo tidak terlepas 
dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kota Palopo 
bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga
7 Lihat Konsideran Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
7
peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo tidak 
akan terjadi lagi.
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penefitian dan mengkaji tentang 
“Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman 
Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 
Tahun 2013”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka 
akan dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian 
Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam 
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian 
Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol




a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara 
umum.
b. Memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi 
dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus.
2. Manfaat Praktis:
a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, 
membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui 
sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin.
b. Memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Palopo serta faktor- 
faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah 





Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah adalah Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan 
dengan UU No. 32 tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang 
mengalami perubahan.
Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar 
UU No. 23 tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU No. 5 tahun 1974 
dan UU No. 32 tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya 
sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah .
Di sisi lain, pada pasal 2 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi 
atas daerah kabupaten dan kota, kabupaten/kota dibagi atas
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kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Jadi, 
pasal ini menegaskan bahwa atasan kepala desa/lurah adalah camat, 
atasan camat adalah bupati/walikota, dan seterusnya, karena 
melaksanakan urusan pemerintahan umum. Bupati dan walikota 
melibatkan urusan pemerintahan umum kepada camat, otomatis 
camat merupakan kepala wilayah 8
B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung 
ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya 
menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan 
minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya 
orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu.9
Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, 
alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau 
umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 
15 %  tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan 
kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 % . Kadar 
alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, 
alkohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. 
Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi
8 Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
9 Asep Subhi & Ahmad Taufik. Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya. PT. Gramedea,, 
Jakarta, 2004, Hal. 100.
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euforia, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi 
depresi.10
Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat 
menimbulkan gangguan mental organik (GM O), yaitu gangguan 
dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GM O itu 
disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena 
sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan 
tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis 
keracunan atau mabuk.11
Mereka yang terkena GM O biasanya mengalami perubahan 
perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan 
lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan 
pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang 
tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang 
dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur 
atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya 
mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu 
rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar 
dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak 
berhalusinasi.12
Asep Subhi & Ahmad Taufik. Op. Gt, Hal. 103.
11 Anangsyah. Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia. Eriangga, Surabaya, 2000, 
Hal. 5
12 Anangsyah. Op. Gt, Hal. 8-9.
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Minuman keras atau minuman beralkohol itu dapat di golongkan 
sebagai zat Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik 
alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.13
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Pasal 1 menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah jenis 
minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung 
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi 
tanpa destilasi dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol.14
Golongan minuman beralkohol diatur pada Pasal 2 ayat (1) 
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 ini menyebutkan bahwa 
minuman beralkohol dikelompokkan sebagai berikut:15
1. Minuman beralkohol golongan A  adalah minuman beralkohol 
dengan ethanol (C2H50H) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 
5 %  (lima perseratus);
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol 
dengan kadar ethanol 9C2H50H) lebih dari 5 %  (lima perseratus) 
sampai dengan 20 %  (dua puluh perseratus);
13 Wasis dan Irianto. Minuman Keras, Narkotika dan Psikotropika. PT. Raja Sucrfindo, Jakarta, 
2008, Hal. 125.
14 Lihat Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol
15 Lihat Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol
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3. Minuman beralkohol golongan C  adalah minuman beralkohol 
dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20 %  (dua puluh 
perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 
menyebutkan bahwa minuman beralkohol dengan kadar ethanol 
(C2H50H) lebih dari 2,5 %  (dua setengah perseratus) sampai dengan 
55 %  (lima puluh lima perseratus) adalah kelompok minuman 
beralkohol yang produksi, peredaran dan penjualan ditetapkan 
sebagai barang dalam pengawasan.16
Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Produksi Penjualan menjelaskan bahwa Produksi atau pembuatan 
minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan 
berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Dan ayat (2) 
bahwa Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, 
kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat 
setempat berdasarkan izin Bupati/Walikota.17
Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 
menyebutkan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman 
beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) di tempat
IS Uhat Pasal 2 Ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol
17 Lihat Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol
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umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya 
yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah 
mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. 
Dan ayat (2) menjelaskan bahwa tempat tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat 
peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang 
dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 setelah mendengar 
pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Selanjutnya 
Pasal 5 dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum 
berusia 25 Tahun.18
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Larangan, 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, tidak lain 
adalah dimaksudkan dalam rangka mengatur Larangan, Pengawasan, 
Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997 Tentang 
Minuman Keras, bahwa Minuman Beralkohol dikategorikan sebagai 
minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan 
persentase kandungan ethanol volume per volume pada suhu 20 C. 
Minuman dengan kadar ethanol 1-5 persen dikategorikan sebagai 
minuman keras golongan A, minuman dengan kadar ethanol lebih dari 
5 persen sampai dengan 20 persen tergolong minuman keras
58 Lihat Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol
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gotongan B sedangkan minuman dengan kadar ethanol gotongan C 
mengandung ethanol lebih dari 20 persen sampai dengan 55 persen.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997, bahwa 
minuman beralkohol dibedakan menjadi'tiga (3) gotongan. Gotongan 
A  dengan kadar alkohol 1-5% misalnya bir. Gotongan B dengan kadar 
alkohol 5-20% misalnya anggur dan Gotongan C  dengan kadar 
alkohol 20-55 %  misalnya whisky dan brandy.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang 
Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada 
Departemen Kesehatan19 dan Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Impor Peredaran dan Penjualan dan Perizinan 
Minuman Beralkohol 20
C. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
1. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Kota Palopo 
Nomor 1 Tahun 2013
Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang 
(atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 UU No.
19 Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran 
Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan
m Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Impor Peredaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman 
Beralkohol
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32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan 
suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan 
pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi.21
Materi muatan peraturan daerah ditentukan dalam Pasal 12 
UU No. 10 Tahun 2004, yang telah diubah menjadi UU No. 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah 
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung 
kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ditentukan juga 
bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud 
pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.22
Tujuan dibentuk dan diberlakukannya Peraturan daerah ini, 
didasarkan bahwa Kota Palopo sebagai salah satu pusat 
pemerintahan di Kabupaten Luwu tentunya perlu melakukan 
pengawasan terhadap berbagai pengedaran minuman beralkohol, 
terlebih lagi Kota Palopo diharapkan menjadi pelopor utama dalam
Lihat Pasal 136 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
72 Rahimuliah. Hukum Tata Negara: Ilmu Penundang-Undangan. PT Gramedia: Jakarta, 2007, Hal. 
79- 80.
17
pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik 
yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kota Palopo.
Selanjutnya Menimbang Peraturan Daerah Kota Palopo 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Peredaran Minuman Beralkohol, disebutkan:23
a. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo 
mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka periu 
pengawasan dan pengendalian;
b. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif 
terhadap kesehatan dan moral masyarakat;
c. Bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan 
Pengawasannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 
tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu ditinjau 
kembali;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
Huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman 
Beralkohol.
2. Izin Peredaran Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin peredaran,
minuman beralkohol yang terdapat pada Bab III, Pasal 5 yaitu:24
a. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman 
beralkohol tanpa izin;
23 Lihat Menimbang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
24 Lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
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b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
c. Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan 
Peraturan Walikota.
Pada Bab IV diatur tentang pengawasan peredaran 
minuman beralkohol pada Pasal 6 sampai dengan 11, yaitu:25
a. Pasal 6
Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan 
penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, 
kecuali pada hotel, restoran, bar/pub kafe dan pada tempat 
atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan 
oleh Walikota.
b. Pasal 7
1) Penjualan langsung minuman beralkohol hasil pengolahan 
secara tradisional hanya diizinkan pada tempat-tempat 
tertentu yang telah ditetapkan oleh Walikota;
2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat 
penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang 
ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
3) Penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh membuat 
keributan dan mengganggu lingkungan sekitar;
4) Khusus pada acara-acara tertentu, dapat mengkonsumsi 
minuman beralkohol diluar tempat dan waktu yang telah 
ditentukan setelah mendapat izin dari Walikota atau 
Pejabat yang ditunjuk.
3. Tempat Peredaran Minuman Beralkohol
Ketentuan tempat tempat pengedaran minuman beralkohol 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Lihat Pasal 6-11 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
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1) Pengelola hotel, restoran, pub, bar dan kafe dilarang 
melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil 
pabrikasi di luar kawasan dan/atau diluar tempat 
pengelolaannya masing-masing.
2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
menjual langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi kepada 
tamu atau pengunjung apabila dikonsumsi ditempat itu.
Pasal 9
1) Pengeceran minuman beralkohol golongan A  oleh pengecer 
hanya boleh dilakukan di toko/swalayan dan ditempatkan 
pada tempat tertentu yang tidak setiap orang mudah 
melihatnya.
Pengeceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya
boleh dilakukan di Toko Bebas Bea (TBB ) dengan berpedoman
pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pengawasan Peredaran minuman beralkohol.
Pasal 11
1) Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman 
beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 
7 dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, 
rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya.
2) Radius dan/atau jarak tempat penjualan minuman beralkohol 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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4. Hak dan Kewajiban Pemegang izin
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pemegang izin 
pengedaran minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 
12 dan Pasal 13 yaitu 26
a. Hak 
Pasal 12
Pengelola hotel, restoran, bar, pub, café dan atau kawasan 
khusus serta tempat-tempat tertentu yang telah memperoleh 
izin menjual minuman beralkohol berhak:
1) Mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang dapat 
mengganggu kelangsungan usahanya;
2) Melarang pembeli yang belum berumur 21 tahun untuk 
memasuki hotel, restoran, café, bar, pub atau kawasan 
khusus dan tempat-tempat tertentu tersebut hanya 
dengan maksud untuk meminum minuman beralkohol;
3) Membatasi pemberian minuman beralkohol apabila yang 
meminum terlihat tanda-tanda akan mabuk.
b. Kewajiban 
Pasal 13
Pengelola hotel, restoran, bar, pub dan café dan atau 
kawasan khusus dan tempat-tempat tertentu yang telah 
memperoleh izin menjual minuman beralkohol berkewajiban :
1) Melakukan pengamanan untuk kepentingan usahanya;
2) Memiliki izin-izin sebagaimana yang ditentukan oleh 
ketentuan yang berlaku;
3) Membayar pajak dan retribusi yang berkaitan dengan 
usahanya pada daerah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;
4) Khusus pengelolaan minuman beralkohol hasil pabrikasi:
26 Uhat Pasa! 12 dan 13 Peraturan Daerah Kota Pafopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
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-  Membuat daftar jenis minuman beralkohol yang 
diedarkan dan dicantumkan dalam daftar menu 
minuman.
-  Melaporkan jenis dan nama atau merek minuman 
beralkohol yang diedarkan kepada walikota melalui 
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 14
Setiap orang atau badan yang memiliki lebih dari satu tempat 
penjualan atau peredaran minuman beralkohol, wajib memiliki 
izin tersendiri untuk masing-masing tempat yang baru.
5. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana mengenai pengedaran minuman 
beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 
yaitu:27 
Pasal 21
Terhadap pengedar dan/atau penjual minuman beralkohol 
ditempat selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6, Pasal 7, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam 
dengan pidana kurungan dan denda.
Pasal 22
a. Pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini diancam dengan 
pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan 
paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling 
sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
b. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pengedar atau penjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 
21 dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol 
yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya 
pemusnahan.
c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran.
25 Lihat Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
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d. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menghilangkan ketentuan ancaman pidana lain berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Teori Efektivitas
1. Konsep Hukum Hans Kelsen
Teorinya yang mumi {the pure theory o f law) bebas dari 
elemen-elemen asing pada kedua jenis teori tradisional, teori 
tersebut tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan 
moralitas dan fakta-fakta aktual.
Menurut kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu 
dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas 
disatu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan 
disisi yang lain. Sedangkan hukum itu sendiri harus mumi dari 
elemen-elemen asing yang tidak yuridis. Inilah prinsip metodologis 
dasarnya dari konsep Hans kelsen tentang konsep hukum 
muminya. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non 
yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.28
Kelsen memahami pure theory o f law  sebagai teori kognisi 
hukum, teori pengetahuan hukum. Kelsen berulang-ulang kali 
menulis bahwa satu-satunya tujuan pure theory o f law  adalah
Prof. Dani Darmodiharjo, S.H. dan DR. Shidarta, S.H., M.Hum. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hai 115.
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kognisi atau pengetahuan tentang objeknya. Tepatnya ditetapkan 
sebagai hukum itu sendiri.29
Sebagai sebuah teori, Keisen terutama dimaksudkan untuk 
mengetahui dan menjelaskan tujuannya. Teori ini berupaya 
menjawab pertanyaan-pertanyaan, apa itu hukum dan bagaimana 
ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada, yang merupakan 
ilmu hukum (yurisprudensi), bukan politik hukum.30
Pure Theory o f law  adalah teori hukum positif, hanya teori 
hukum positif, dan bukan teori tentang sistem hukum tertentu. 
Pure Theory o f Law  adalah teori hukum umum, bukan penafsiran 
norma-norma hukum Negara tertentu atau hukum internasional. 
Namun dia menyajikan teori penafsiran. Positivisme hukum lahir 
karena tekanan yang kuat pada fakta sebagai satu-satunya basis 
pembenaran atau pertanggungjawaban.
Dengan inspirasi dari empirisme filosofis, para pemikir 
hukum abad ke-19 berusaha menjadikan hukum menjadi produk 
ilmiah. Itu berarti, hukum dapat diterima apabila ilmiah. Hukum 
adalah karya iimiyah. Untuk itu hukum harus mendapatkan 
pembenarannya dan didukung sepenuhnya oleh fakta empiris.31
29 Hans Keisen. Pengantar Teori Hukum, penerjemah: Siwi Purwadi, Bandung: Nusa Media, 2009, 
hal 3.
20 Hans Keisen. Teori Hukum Mumi, penerjemah: Raisul Muttaqin. Bandung: Nusa Media, 2009, 
hal 1.
31 Andre Ata Ujan. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 2009, Hal 66.
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Bagi kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), 
bukan isi (material). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada diluar 
hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi 
ia tetaplah hukum karena dikeluarkan'olehpenguasa.
2. Konsep Hukum John Austin
Ada dua konsep hukum dari john austin yang penulis 
dapatkan dari berbagai buku, yaitu:
a. Konsep hukum bahwa hukum memiliki dua dimensi hukum.
b. Konsep hukum bahwa hukum adalah sebagai komando (/aw is  
command o f sovereign).
Dari dua konsep hukum yang diajelaskan konsep hukum 
bahwa hukum adalah komando lebih banyak diperbincangkan 
dalam pembahasan-pembahasan pada referens.
John Austin, ahli filsafat hukum inggris, secara umum diakui 
sebagai ahli hukum pertama yang memperkenalkan positivisme 
hukum sebagai sistem.
Pemikiran pokoknya tentang hukum dituangkan dalam 
karyanya yang berjudul the province o f jurisprudence determ ind 
( 1832).32
a. Dua Dimensi dari hukum. Menurut John Austin, filsafat hukum 
memiliki dua tugas penting. Kegagalan membedakan 
keduanya, demikian keyakinan Austin sebagaimana dikutip
JÏ André Ata Ujan. Op. Of, Hal 68.
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deh Murphy dan Coieman, akan menimbulkan kekaburan baik 
intelek maupun moral. Kedua tugas ini berkaitan dengan dua 
dimensid alam hukum, yakni yurisprudensi analisis dan 
yurisprudensi normatif.33
1) Yurisprudensi analisis. Berkaitan dengan dimensi yang 
pertama, tugas filsuf hukum adalah melakukan analisis 
tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum 
sebagaimana adanya. Pertanyaan tentang apa itu hukum, 
tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban hukum, 
misalnya, adalah contoh pertanyaan-pertanyaan khas 
yang diajukan filsuf atau pemikir hukum sebagai titik tolak 
dalam menganalisis dan mencoba memahami konsep 
dasar tersebut.34
2) Yurisprudensi normatif. Dalam buku yang sama dengan 
yang membahas yurisprudensi analisis dijelaskan bahwa 
yurisprudensi normatif berusaha mengevaluasi atau 
mengkritik hukum dengan berangkat dari konsep hukum 
sebagaimana seharusnya. Pertanyaan-pertanyaan pokok 
yang diajukan antara lain mengapa hukum disebut hukum, 
mengapa kita wajib manaati hukum, manakah batas 
validitas hukum, dan sebagainya. Dengan demikian.
33
3*
Andre Ata Ujar». Op. Cit, Hal 68. 
Ibid
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dimensi yang kedua ini berurusan dengan dimensi ideal 
dari hukum.35
b. Hukum sebagai komando
Menurut John Austin dalàm bukunya the province o f 
jurisprudence determind,. hukum harus dipahami sebagai 
komando, karena semua hukum tidak lain merupakan 
kumpulan perintah yang bersifat komando ( laws are 
commands). Hukum selalu berwatak komando.36
Dengan melihat pernyataan itu kita bisa menarik garis 
besar dari konsep itu bahwa kata kunci yurisprudensinya 
adalah komando. Menurutnya hukum yang berlaku 
dimasyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang 
memiliki kedaulatan, the supreme politica l authority atau 
pemilik otoritas polotik yang paling tinggi (sovereign dalam 
pandangan Austin).37
Dalam pendapatnya, Austin memberikan Syarat 
sovereign agar bisa memegang otoritas tertinggi, yaitu:
1) Pemegang otoritas haruslah seseorang atau sekelompok 




Steve Hyasantrix, Hukum dalam perspektif Austin dan Hart, 
hukum.kompasian3.com/2011/02/23/hijkum-dalam-perspektrf-3ustin-dan-hart/, diakses pada 
tanggal 19 november 2015
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2) Pemegang otoritas ini tidak patuh kepada siapapun 
(kekebalan hukum).
Dari syarat yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa 
pemegang otoritas tertinggi adalah seorang atau sekelompok 
yang menguasai secara mutlak, tidak berada dibawah 
penguasa lain.
Menurut Austin hukum adalah sejumlah perintah yang 
keluar dari seorang yang berkuasa dalam negara secara 
memaksakan, dan yang biasanya ditaati.38 Dari pernyataan 
tersebut ada pendapat yang mengatakan tentang latar 
belakang konsepnya dipengaruhi hukum yang dilakukan oleh 
kaisar Justiniaus I. Seorang kaisar yang memerintah Romawi 
pada tahun 527-565 M. Dia terkenal karena mampu 
mensistematiskan hukum romawi kedalam dua tahap, yaitu: 
tahap Codex lustinianum I (528 M) dan Codex lustinianum II 
(534 M). Codex iustinianum ini menjadi cikal bakal dari 
berbagai kitab hukum. Berhubungan dengan konsep hukum, 
kaisar ini terkenal dengan ungkapannya,: “apa yang 
menyenangkan pangeran memiliki kekuatan hukum".
38 Theo huijbers. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejara. Yogyakarta: Kanisius, 1982, hal 187.
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Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hukum merupakan apa saja yang dikehendaki penguasa, dari 
gambaran singkat ini terlihat kesamaan arti kehendak 
penguasa dan arti dari komando.'
E. Efektifitas Keberlakuan Hukum
Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk menciptakan 
suatu suasana yang harmonis didalam kehidupannya. Aturan tersebut 
berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau 
tak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya 
memiliki sebuah dasar hukum yang menjiwai dari keadaan seluruh 
masyarakaat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur 
keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai 
sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku 
manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada 
timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek 
total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat 
positif maupun negatif.39
Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku 
sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh 
hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan
33 Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologis Hukum. Cetakan XIV. PT. Raja Grafindo Persada:
Jakarta, 2011, Hal, 26.
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sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan 
(deviance) dan pengelakan (evasion). Konsep-konsep ketaatan, 
ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya 
berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. 
Bilamana hukum tersebut berisikan kebolehan, perlu dipergunakan 
konsep-konsep lain, yakni penggunaan (use), tidak menggunakan 
(non use) dan penyalahgunaan (miss use): hal tersebut adalah lazim 
dalam bidang hukum perikatan.
Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan 
berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari 
norma hukum, threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan 
mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau 
ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati 
nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap 
tingkah laku.
Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana 
social contnol yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di 
dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang 
serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu 
hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana social 
engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan 
dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola
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pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam 
pola pemikiran yang rasional atau modem.40
Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar 
supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas 
dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Faktor tersebut ada lima, 
yaitu:41
1. Hukumnya sendiri.
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan 
ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan 
keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, 
sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang 
hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang- 
undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. 
Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 
setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih 
banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu 
mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya 
sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat 
subjektif sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari 
masing-masing orang.
*■ Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Cetakan 1.
Muhammadiyah University Press: Surakarta, 1997, Hal. 22
*l  Soejono Seokanto. Hukum dan Masyarakat. Angkasa: Bandung, 1980, Hai. 5
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2. Penegak Hukum.
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian 
petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 
peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada 
masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak 
hukum yaitu:42
"Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan 
hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu 
kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu 
kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap 
lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan 
kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus 
diaktualisasikan”.
Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan 
mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan 
yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum 
sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan 
dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. 
Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul 
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui 
wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra 
dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang 
rendah dari aparat penegak hukum tersebut. 41
41 J. E. Sahetapy. Penegakan Hukum di Indonesia. PT. Gramedia: Surabaya, 2000, Hal. 15.
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Dalam proses penegakan hukum, Polisi yang berada pada 
garda terdepan, karena polisi yang paling banyak berhubungan 
langsung dengan warga masyarakat, dibandingkan dengan 
penegak hukum lainnya. Oleh karena itu sikap dan keteladanan 
personal kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya 
mereka oleh warga masyarakat terhadap penegak hukum, yang 
cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka. Olehnya itu, 
kualitas dan keberdayaan Polisi merupakan salah satu faktor yang 
sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang 
berlaku.43
3. Sarana dan Fasilitas.
Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui 
masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara 
maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam 
membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, 
bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak 
dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 
proporsional.
Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan 
yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya 
sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum
43 Achmad Ali. Menguak tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis). PT. Tokoh Gunung 
Agung Tbk: Jakarta, 2001, Hal. 98-99.
33
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 
aktual.44
4. Masyarakat
Masyarakat dalam hai ini menjadi suatu faktor yang cukup 
mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat 
tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada 
keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di 
dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan 
ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran 
hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan 
hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan 
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang 
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.45
Sebagai contoh di suatu daerah Kabupaten Paiopo. 
masyarakat tahu bahwa penjualan minuman beralkohol tanpa izin 
dilarang, tapi masyarakat sekitar tersebut tidak menghiraukan 
peraturan tersebut justru mereka menjual minuman beralkohol 
tanpa izin.
Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan- 
peraturan keseluruh lapisan masyarakat, selama ini terkendala 
faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil 
kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga
'u Soejono Soekanto. Ilmu Hukum. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 22.
*5 Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologis Hukum. Cetakan XIV.  PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, Hal. 12.
34
sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, 
berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu up 
to date berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.
5. Kebudayaan
Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 
manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 
lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok 
tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa 
yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.46
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena 
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur 
dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan 
Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat 
dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung 
untuk membentuk efektivitas hukum. Lebih baik lagi jika ada 
sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif.
Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas 
hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, 
kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana
46 Soerjono Soekanto. Op. Crt, Hai. 85-86.
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sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana 





Lokasi penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu di 
Kantor Walikota Kota palopo. Kantor Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Palopo, Kepolisian Resort Kota Palopo. Kantor 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, serta Penjual dan 
Konsumen minuman beralkohol di Kota Palopo, dengan pertimbangan 
bahwa Peraturan Daerah yang menjadi kajian penelitian ini baru 
diberlakukan 2013.
B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah:47
1. DPRD Kota Palopo.
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Palopo
3. Kepolisian Resort Kota Palopo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo.
5. Konsumen Minuman Beralkohol di Kota Palopo.
6. Penjual Minuman Beralkohol di Kota Palopo.
*' Sugiyorro. Metode Penelitian Administrasi. CV Aifabeta: Jakarta. 2003.
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Sampel dalam penelitian ini adalah:
1. DPRD Kota paiopo, dalam hal ini Komisi I Bidang Pemerintahan, 
Hukum, dan Kesejahteraan Sosial. Kota paiopo (1 orang).
2. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Paiopo, dalam hal ini Kepala Dinas 
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan, dan Kasi Sarana dan Usaha Perdagangan (2 
orang).
3. Kepolisian Resort Kota Paiopo, dalam hal ini Sabhara Polres Kota 
Paiopo (1 orang).
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Paiopo, dalam hal ini Kepala 
Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Polisi Pamong Praja Kota 
Paiopo (1 orang).
5. Konsumen Minuman Beralkohol di Kota Paiopo (1 orang).
6. Penjual Minuman Beralkohol di Kota Paiopo (1 orang).
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
ialah:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
yang terkait, yakni pejabat yang berwenang pada Pemerintah
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daerah Kota Paiopo, konsumen dan penjual minuman 
beralkohol di Kota Paiopo, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Paiopo, serta Kepolisian Resort Kota Paiopo 
2 Data Sekunder adalah data yang penulis telusuri melalui kajian 
pustaka, baik bersumber dari buku-buku, peraturan perundang- 
undangan, jurnal, Koran, atau media online yang penulis 
anggap relevan dengan masalah yang akan dibahas.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut:
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai data 
yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, berupa 
buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil oleh penulis 
ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada
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instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian
ini.
E. Analisis Data
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara 
akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan 
mengenai permasalahan yang dibahas.48
18 Lexy Moeiong. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Sordakarya: Bandung. 2008.
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BAB ¡V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Efektif i tas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman 
Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 
Tahun 2013
Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol 
dinilai belum terlalu efektif, dikarenakan belum keluarnya peraturan 
walikota terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 
peredaran minuman beralkohol. Di samping itu kondisi Kota Palopo 
yang kecil, terdapat beberapa toko penjual minuman beralkohol dan 
pub/bar terletak berdekatan dengan pemukiman, menjadikan 
peraturan daerah ini akan di tinjau kembali karena tidak sesuai 
dengan kenyataan yang ada49
Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo mengacu pada keputusan 
Presiden RI No.3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian 
minuman beralkohol yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan 
Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan 
peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo yaitu dengan 
menetapkan ketentuan mengenai penjualan langsung minuman 
beralkohol baik dari hasil pengolahan tradisional- maupun hasil 
pabrikasi, hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu seperti pada
** Hasl wawancara Andi Falsafah, Komisi i bidang pemerintahan hukum dan kesejahteraan sosial
DPRD Kota Palopo, Tanggai 25 januari 2016
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hotel, restoran, bar/Pub, kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu 
yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Walikota Palopo.50
t
Penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo harus memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan dalam” Nomor 1 tahun 2013 tentang 
pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di 
Kota Palopo, dimana harus melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kedi 
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tujuan semua 
hal yang berkaitan dengan perizinan dapat lebih mudah diurus karena 
terdapat dalam satu instansi. Penjualan minuman beralkohol di Kota 
Palopo banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya 
minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat 
hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki 
izin dari pemerintah padahal dengan adanya prosedur yang mengatur 
penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo diharapkan peredaran 
minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak 
tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada.
Dengan adanya peredaran minuman beralkohol iiegal maka 
banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Izin penjualan 
minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan 
minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata 
lain minuman beralkohol itu boleh dijual kepada masyarakat dengan 
syarat minuman itu diminum langsung baik itu hotel, restoran, bar, pub
50 Hasil wawancara dengan Kamo S.sos, Kepala Dirias Koperasi Usaha Mikro Kedi dan Menengah,
Perindustrin dan Perdagangan Kota palopo, Tanggal Januari 2016
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dan kiab malam yang mendapat izin penjualan tersebut jadi minuman 
beralkohol itu tidak diperbolehkan dibawa atau diminum ditempat yang 
tidak mempunyai izin penjualan minuman beralkohol.51
Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol 
oleh Waiikota Palopo dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pengawasan 
dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (TP3MB) yang 
selanjutnya Tim TP3MB Kota Palopo tersebut terdiri dari:52
1. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi
perindustrian dan perdagangan.
2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi
kesehatan.
3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi
pariwisata.
4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi
keamananan dan ketertiban.
5. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang membidangi terkait 
lainnya.
6. Unsur organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat.
Peredaran minuman beralkohol mengingat sangat 
membahayakan pengaruh yang akan ditimbulkannya terhadap 
kesehatan manusia dan keamanan masyarakat Kota Palopo, maka
Hasii w aw ancara  dengan Penjual M in u m a n  Beralkohoi di Kota Paiopo, Tanggal 2 4  Januari 2016 
Hasil w aw ancara  dengan K a m o  S,sos, Kepala Dinas Koperasi Usaha M ik ro  Kecil dan M e nengah, 
Perindustrin dan Perdagangan Kota p a io p o , Tanggal : Januari 2016
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pemerintah Kota Palopo membatasi pemberi izin peredaran dan 
penjualan minuman beralkohol hanya di beberapa Distributor saja, hal 
ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengawasan peredaran 
serta pengontrolan penggunaan minuman beralkohol di Kota Palopo 
itu sendiri.53




1 PT. Marcopolo Kompleks THM  labombo, 
Kota Palopo
' 2
Toko Indah JL. Veteran No.46 Kota I 
Palopo
! 3 Toko Cahaya JL., Batara No.11 Kota
luwu Palopo
4 |Toko Inter baru JL. Andi djemma No.5
Kota Palopo
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo
Berdasarkan keterangan tabel di atas bahwa daftar distributor
minuman beralkohol di Kota Palopo sampai dengan tanggal 27
Januari 2016 adalah PT. Marcopolo yang beralamat di Kompleks
' 3 Hasil wawancara dengan Nurbaeii, Kepala seksi Sarana dan Usaha Perdangan. Dinas Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo, Tanggal 27 Januari 2016
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THM  labombo Kota Palopo; Toko Indah JL. Veteran No.46 Kota 
Palopo, Toko Cahaya Luwu JL Batara No.11 Kota Palopo; Toko Inter 
Baru JL. Andi djemma No.5 Kota Palopo, Dari ke-4 distributor 
tersebut jelaslah bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota 
palopo sangat ketat dalam pengontrolannya serta hanya 
diperuntukkan dan atau diperbolehkan sebagaimana y3ng di atur 
dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, 
dimana dalam pengawasannya diperlukan adanya kordinasi agar kerja 
sama dan kemampuan aparat Pemerintah Kota Palopo semakin 
dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, keiancaran, 
efisiensi, dan efektifitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam 
melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman 
beralkohol yang identik melakukan penyimpangan.
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman 
Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 
Tahun 2013 berupa;
1. Pengawasan secara intem dan ekstern.
Pengawasan intem dilakukan dengan mengadakan razia 
keliling yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Palopo secara 
terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila 
SATPO L PP Kota Palopo mendapatkan laporan dari masyarakat 
umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang
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melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian 
akan ditindaklanjuti ke pengawasan intem seperti melakukan razia 
langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang 
sudah dilaporkan oleh masyarakat.-54
Minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit 
masyarakat yang sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin 
banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan semakin 
pintarnya para penjual untuk mengelabuhi pihak kepolisian atau 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo bahkan pihak dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo yang berkaitan 
dengan perizinan, hal ini dilakukan agar penjual dapat menyimpan 
minuman beralkohol yang tidak terdaftar sehingga terbebas dari 
penyitaan. Sifat sanksi sendiri di Kota Palopo sudah ditetapkan 
mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin, menurut 
pemerintah sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual 
minuman beralkohol karena dengan sanksi tersebut penjual 
maupun produsen akan mengalami kerugian.
Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo,
permasalahan internal dalam Tim TP3MB (Tim Terpadu 
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) 
yang masih belum tuntas, dimana persiapan Tim sejauh ini belum
54
Hasil w aw ancara dengan Rom be, S,E, Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Polisi P am ong Praja Kota Palopo, 
Tanggal 25 Januari 2016.
46
bisa berjalan karena kendala jumlah personil yang akan diikutkan 
dalam setiap tugas pengawasan belum pasti, sehingga untuk 
perencanaan anggaran kegiatan pengawasan sulit untuk 
ditentukan.
2. Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman 
beralkohol secara ilegal.
Efektrfitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam 
Peraturan Daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan 
terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang 
ilegal. Pemerintah Kota Palopo beserta instansi terkait mengaskan 
bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada 
tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat 
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).55
Permohonan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol) diberikan bagi penjual langsung, pengecer 
TB B (Toko Bebas Bea) dan penjual langsung dan atau pengecer 
minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah- 
rempah, jamu dan sejenisnya. Bagi penjual minuman beralkohol 
dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah 
ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Palopo seperti untuk hotel berbintang 3,4,5 restoran bertanda
55 Hasil wawancara dengan Nurbaeti Kepala Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha
Mikro Kedi dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo, Tanggal 27 Januari 2016
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dalam kencana dan talam selaka dan bar, pub atau klab malam
maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan:56
a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir 
Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub 
distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual 
langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
b. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel 
bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda 
talam kencana dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, 
pub atau klab malam dari instansi yang berwenang.
c. Sertifikat penetapan penggolongan kelas hotel dan restoran 
yang disahkan Gubernur.
d. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
f. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus 
minuman beralkohol dari Camat setempat.
g. Tanda Daftar Penjsahaan (TDP).
h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
i. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi 
perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
j. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan 
hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan
56 Hasil wawancara dengan Nurbaeti, Kepala Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha
Mikro Kedi dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo .Tanggal 27 Januari 2016
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(jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas 
(PT).
k. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun.
L Surat pernyataan diatas materai* yang menyatakan tidak akan 
melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran 
maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.
m. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik.
n. Pas foto penanggungjawab atau pemilik ukuran 4x6 cm 
berwarna.
Sedangkan untuk penjual langsung, pengecer di tempat
tertentu lainnya dan pengecer golongan B yang mengandung
rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan:57
a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir 
Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub 
distributor atau kombinasi keempatnya sesuai dengan wilayah 
yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung 
minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer 
minuman beralkohol ditempai lainnya dan penjuai langsung 
dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang 
mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.
b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus 
minuman beralkohol dari Camat setemDat
c. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
e. SIUP Kecil atau menengah.
f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).*
g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi 
perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
i. Akta pendirian atau perubahan bagi Perseroan Terbatas (PT).
j. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun.
k. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan 
melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran 
maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual 
langsung lainnya.
l. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik.
m. Pas foto penanggungjawab atau pemilik ukuran 4x6 cm 
berwarna
3. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan beralkohol secara 
ilegal.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagai kewajiban dari 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo serta pihak 
yang terkait tidak hanya menertibkan tempat-tempat atau 
pengusaha-pengusaha baik becil, menengah maupun besar saja 
tetapi masyarakat atau individu itu sendiri, apabila masyarakat ada
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yang kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah 
mengkonsumsi minuman beralkohol itu melakukan tindakan yang 
membahayakan atau merugikan orang lain maka tanpa alasan 
apapun pihak kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Palopo akan memberikan hukuman yang sesuai dengan 
tindakannya itu.58
Dalam melaksanakan pengawasan, yang dilakukan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo bekerjasama dengan 
pihak kepolisian dan SATPO L PP (Satuan Polisi Pamong Praja) 
seperti melakukan razia ditempat-tempat yang diketahui menjual 
minuman beralkohol.
Keberadaan tempat yang menjual minuman beralkohol itu 
diketahui dari masyarakat yang mengetahuinya dan 
melaporkannya kepihak yang berwenang untuk dilakukan 
pemeriksaan, apabila ada yang kedapatan menjual minuman 
beralkohol ilegal dan diiuar ketentuan izin yang diberikan maka 
pada saat itu juga akan dilakukan penyitaan Pengawasan bukan 
merupakan upaya yang diharapkan selesai dalam satu atau dua 
tahun saja, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus 
dengan segala konsekuensinya termasuk pula konsekuensi 
penyediaan anggaran.operasional yang cukup bagi aparat-aparat 
pengawasan dilapangah.
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Hasil w aw ancara dengan, dengan Rom be, S,E, Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Polisi Pam ong Praja 
Kota Palopo Tanggal 25 Januari 2016.
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban dimasyarakat dengan adanya perdagangan 
minuman beralkohol di Kota Palopo maka Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Palopo berwenang mengabulkan atau menolak 
permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 
(SIUP MB) bagi pengusaha yang bermaksud untuk menjual 
minuman beralkohol dengan bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku, sehingga tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut selain 
untuk mendapat keuntungan juga ketertiban dan keamanan bagi 
masyarakat tetap terjaga.
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan 
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013
Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan 
dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu:59
1. PENEGAK HUKUM
Hasil w aw ancara dengan Brigpol herm an, PJS KAU R M in tu  Shabara Polres Kota Palopo, Tanggal 27 
Januari 2015
52
Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat 
penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai 
peluang mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal.
Masalah waktu penertiban minuman beralkohol 
sebagaimana telah disebutkan diatas adalah masalah yang 
menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga 
baik yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh karena rtu 
untuk penetiban alkohol di Indonesia terdapat peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan para petugas.
Kehadiran hukum dan manajemen dengan pendekatan 
sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seri 
perdagangan, penyerahan daya dan dana yang meliputi 
mekanisme bekerjanya instansi dan kementerian sampai kantor- 
kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, prosedur 
acara pidana dan sebagainya yang digerakkan dalam suatu 
mekanisme yang mapan dan lancar yang dapat mempengaruhi 
penertiban tersebut.
2. SARANA DAN FASILITAS
Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau 
seluruh wilayah di Kota Paiopo sehingga masih ada yang belum 
maksimal dalam pengawasannya oleh aparat.
53
Secara geografis Kota Palopo merupakan salah satu kota 
terluas di wilayah Timur Provinsi Sulawesi-selatan yang terdiri dari 
9 Kecamatan yang memungkinkan para aparat penegak hukum 
untuk bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah.
Juga dipengaruhi oleh struktur tata ruang khususnya jalan 
raya yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja 
wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang parah sulit 
untuk di tempuh dan terjamah dalam waktu yang cepat.
3. MASYARAKAT
Masyarakat kurang mendukung sehingga menjadikan lemahnya 
kontrol kinerja aparat penegak hukum.
Masyarakat kurang mendukung Pengendalian Peredaran 
Minuman Beralkohol karena masyarakat sendiri yang 
mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, yaitu:60
a. Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi 
karena pola hidup konsumtif dari masyarakat Kota Palopo.
b. Ada beberapa pedagang minuman beralkohol di Kota Palopo 
menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh 
masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan 
pribadi.
c. Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat 
dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian yang
Hasil w aw ancara dengan. Konsum en M in um an Beralkohol di Kota Palopo, Tanggal 24 Januari 2015
54
longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman 
beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat 
oleh masyarakat.
4. HUKUMNYA SENDIRI
Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga 
masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya.
Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di 
Kota Palopo termasuk dalam kategori ringan karena hanya 
diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan 
kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau 
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 50 000.000,- (lima puluh juta rupiah).61
Selain sanksi sebagaimana dimaksud di atas, kepada 
pengedar atau penjual hanya dibebani biaya pemusnahan apabila 
minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan 
memerlukan biaya pemusnahan. Jenis Tindak pidananya pun 
hanya dikategorikan adalah pelanggaran, bukan merupakan suatu 
kejahatan.






1. Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian peredaran Minuman
Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 
Tahun 2013 yaitu bentuk implementasinya berupa: (1)
Pengawasan secara intem dan ekstern, (2) Pembinaan terhadap 
tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan 
(3) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan beralkohol 
secara ilegal. Efektifitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di 
dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan 
minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat 
tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha 
Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan 
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu: (1) 
Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat 
penegak hukum, (2) Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum 
untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo, (3) 
Masayarakat yang kurang mendukung, (4) Penerapan sanksi bagi 
pelanggar yang terlalu ringan.
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B. Saran
1. Dalam rangka mendukung pengawasan peredaran minuman 
beralkohol di Kota Palopo yang efektif, perlu adanya pendekatan 
secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan Pembinaan 
terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas 
dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi. Ditingkatkannya 
pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota 
Palopo dengan melibatkan semua pihak seperti Pemerintah 
Daerah Kota Palopo. Tokoh Adat Masyarakat setempat. Pemuda, 
Kepolisian, S A TP O L PP, serta pelaku usaha itu sendiri.
2. Pelaksanaan pengawasan perlu adanya peningkatan mengingat 
peredaran minuman beralkohol ini dapat membawa dampak 
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